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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dibentuk Peraturan Daerah;

bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004
tentang Pengembalian sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun
perlu disesuaikan istilah Kepala Desa menjadi Perbekel, Dusun menjadi
Banjar Dinas dan Kepala Dusun menjadi Klian Banjar Dinas;

bahwa sehubungan dengan tersebut diatas perlu ditetapkan Badan
Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan



Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Buleleng.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
Sistem Pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut nama Perbekel dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB Il
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu
Kedudakan

Pasal 2

(1) BPD merupakan lembaga permusyawaratan desa dan berkedudukan sebagai unsur



penyelenggara pemerintahan desa.

(2) BPD mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga
kemasyarakatan desa.

Bagian Kedua
Fungsi BPD

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Perbekel, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang

b. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel,

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan
Perbekel;

d. mengusulkan pengangkatann dan pemberhentian Perbekel,

e. membentuk panitia pemilihan perbekel;

f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi
masyarakat; dan

g. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat dan/atau diusulkan
kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB Il
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 6
BPD mempunyai hak :
a. meminta keterangan kepada pemerintah desa; dan
b. menyatakan pendapat.

Pasal 7

(1) Anggota BPD mempunyai hak :
a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
C. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;

C. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara
Republik Indonesia;



o

menyerap, menampung, menghimpuh dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
memproses pemilihan Perbekel,

mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan
golongan;

menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja letnbaga kemasyarakatan; dan
menghormati nilai-nilai budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Larangan Anggota BPD

Pasal 8

(1) Anggota dan Pimpinan BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Perbekel
dan Perangkat Desa.

(2) Anggota dan Pimpinan BPD dilarang

a.
b.

C.

o

sebagai pelaksana proyek desa;

merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari
pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;

menyalahgunakan wewenang; dan
melanggar sumpabh / janji jabatan.

BAB IV
ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Bagian Kesatu
Anggota

Pasal 9

(1) Anggota BPD adalah wakit dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(2) Anggota BPD dimaksud ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama,
tokoh atau pemuka masyarakat dan tokoh adat yang diusulkan oleh Kelian Desa
Pakraman yang bersangkutan.

(3) Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk
desa yang bersangkutan yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia dengan

syaratsyarat :

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,;

b. setia dan that kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintah
Republik Indonesia;

C. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh
empat) tahun;

e. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;

f. terdaftar sebagai penduduk yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal
tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir pada
saat akan ditetapkan dengan tidak terputus-putus;

g. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa,;

h. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung, berdasarkan keterangan yang

bervvajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;
sehat jasmani dan rohani;



